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BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Tentang Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam menjalankan fungsi penyaluran dana ke masyarakat

(lending) bank akan mengeluarkan berbagai produk penyaluran dana.

Penyaluran dana ini dalam bank konvensional dikenal dengan istilah

kredit. Sedangkan, dalam bank syariah penyaluran dana ke masyarakat ini

dikenal dengan istilah pembiayaan, dengan menggunakan akad-akad

syariah.1

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.2

Kredit menurut istilah kredit dalam bahasa Inggris berarti

meminjamkan uang, credo dalam bahasa romawi berarti kepercayaan,

istilah di atas tersebut diambil dari ilmu fiqih yang diambil dari istilah

1 Nurnasrina, Perbankan Syariah I, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 20
2 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998: Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan

lainnya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi 6 Cet. Ke-6, h. 92
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qard. Sedangkan qard dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar

kepercayaan.3

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal pembiayaan

adalah Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, ‘saya

percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang

artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul

mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah

yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan

harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling

menguntungkan kedua belah pihak.4

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau financing adalah

pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri

maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.5

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio pembiayaan adalah salah

satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.6

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

3 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: The
International Institute Of Islamic Thought, 2000), h.23

4 Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Islamic Financial MenagementTeori Konsep
dan Aplikasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),  h. 3

5 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta,
2012), h. 42

6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), h. 160
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berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi

hasil.7

Menurut Muhammad pembiayaan dalam arti luas berarti finacing

atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung

investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun

dijalankan oleh orang lain. Sedangkan dalam arti sempit pembiayaan ialah

pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah

kepada nasabah.8

Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam

bentuk ijarah muntahiya bittamlik

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan

istishna

4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh

5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi

multijasa.9

Sedangkan menurut Makhlul Ilmi bahwa pembiayaan adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain

7 Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
(Bandung: Sinar Grafika, 2002), Cetakan ke 3, h. 153

8 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 304
9 M. Nur Rianto Al- Arif, Op. Cit, h. 42
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yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi

hasil.10

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin pembiayaan atau

financing, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak

lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan

sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan

yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.11

Istilah yang merupakan pasangan pembiayaan adalah dain (debt).

Pembiayaan dan wadiah adalah istilah untuk suatu perbuatan ekonomi

(pebuatan yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang

berlawanan.12

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan  bahwa

pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan

dengan itu yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk

mendukung investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak

yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan jangka

waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

10 Makhlul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, (Yogyakarta: UII
Press, 2002), h. 113

11 Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya
Solusi Mengahadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan &
Ekonomi Global Sebuah Teori, Konsep, danAplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 668

12 Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Op. Cit, h. 3-4
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2. Dasar Hukum Pembiayaan

Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan

dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan yang pada gilirannya

berakibat pada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah

apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan etika yang telah diajarkan oleh

Islam.13

Dalam hukum pembiayaan dibolehkan sebagaimana firman Allah

SWT dalam surat Al- Hadid (57): 11,






Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang

baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu

untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.14

Selain itu bank syariah bertujuan memberikan pembiayaan kepada

nasabah bertujuan menolong nasabah untuk mengembangkan suatu usaha

supaya bisa membantu ekonomi nasabah dan masyarakat. Sebagaimana

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ma’idah (5): 2,










13 Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit, h. 70
14 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Mizan Publising

House, 2010), h. 539
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Artinya:“Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam

melaksanakan takwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam

dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Allah sangat

keras hukumannya”.15

Dalam menyalurkan pembiayaan mengenai adanya perikatan dan

perbuatan suatu perjanjian melalui analisa dan proses sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku di Bank Syariah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam

Surat Al-Baqarah (2): 282,











..

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”16

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan yang Diberlakukan oleh Bank Indonesia pada Bank

Umum (Termasuk Bank Konvensional dan Bank yang Berbasis

Syariah)

1) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan

a. Pembiayaan Konsumtif, yaitu bertujuan untuk memperoleh

barang-barang atau kebutuhan- kebutuhan lainnya guna

15 Ibid, h. 107
16 Ibid, 49
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memenuhi keputusan dalam konsumsi. Sedangkan menurut

Adiwarman Karim,17 pembiayaan konsumtif adalah jenis

pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan

umumnya bersifat perorangan.

b. Pembiayaan Produktif, yaitu bertujuan untuk memungkinkan

penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila

tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan

atau dalam artian memperlancar jalannya proses produksi,

mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan

sampai pada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.18

2) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktunya

a. Short Term Finacing (Pembiayaan Jangka Pendek), yaitu

bentuk  pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu

tahun.

b. Intermediate Term Financing (Pembiayaan Jangka Menengah),

yaitu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari satu tahun

sampai tiga tahun.

c. Long Term Financing (Pembiayaan Jangka Panjang), yaitu

bentu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

d. Demand Loan atau Call Loan, yaitu bentuk pembiayaan yang

setiap waktu dapat diminta kembali.19

3) Pembiayaan Dilihat dari Penggunaannya:

17 Adiwarman Karim,Op. Cit, h. 244
18 Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Op. Cit, h. 9
19 Ibid, h. 11
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a. Pembiayaan eksploitasi (modal kerja), yaitu pembiayaan

berjangka waktu pendek (maksimum 1 tahun) yang ditujukan

untuk membiayai kebutuhan antara lain modal kerja

perusahaan (nasabah) seperti pembelian bahan baku,

persediaan barang, pembayaran upah/ gaji buruh/karyawan.

Pembiayaan modal keja dapat menggunakan prinsip

mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, dan qardh.

b. Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan

panjang yang ditujukan untuk melakukan investasi atau

penanaman modal, seperti pembelian peralatan berat,

pertambangan, renovasi gedung, barang-barang modal serta

jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha

yang sudah ada dengan pembelian mesin dan peralatan.

Pembiayaan investasi dapat menggunakan prinsip mudharabah,

musyarakah, murabahah, istishna, dan ijarah.

c. Pembiayaan konsumsi, yaitu pembiayaan jangka pendek dan

menengah bagi perorangan untuk tujuan pembelian barang-

barang konsumsi dan penarikannya pada umumnya dilakukan

sekaligus. Pembiayaan konsumsi dapat menggunakan prinsip

murabahah dan rahn.20

20 Tim Penyusun Audit Industri khusus, Pedoman Audit Bank Syariah, (Jakarta: IAI KAP,
2005), h. 52
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b. Pembiayaan yang Khusus Berlaku pada Bank-bank Berbasis

Syariah

Pembiayaan di bank syariah terbagi atas beberapa jenis

berdasarkan akadnya. Secara umum ada tiga jenis dasar transaksi

pembiayaandi bank syariah yaitu:

1) Pembiayaan Berdasarkan Akad Bagi Hasil

Pembiayaan ini ditujukan guna memenuhi kepentingan

nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan

suatu usaha produktif.21Secara umum prinsip Bagi hasil dalam

perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu

al-mudharabah, al-musyarakah, al-muzara’ah, dan al-musaqah.

Namun prinsip yang banyak dipakai adalah al-mudharabah dan al-

musyarakah, sedangkan al-muzara’ah dan al-musaqah di

pergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan

pertanian oleh beberapa bank Islam.

a. Bagi Hasil Mudharabah.

Antonio Syafi’i mendefenisikan mudharabah adalah

akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama

(Shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal,

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuantungan

usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang

21 Muhammad Nadratuzzaman, Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malayasia,
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 37
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dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung

oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian

si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena

kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.22

b. Bagi Hasil Musyarakah

Musyarakah merupakan skim pembiayaan di mana

bank dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana dalam

usaha. Pengembalian hasil usaha tergantung kepada nisbah bagi

hasil yang disepakati nasabah dan bank. Semakin tinggi kinerja

usaha nasabah, semakin tinggi pula bagi hasil untuk masing-

masing pihak.23

Menurut Antonio Syafi’i mendefenisikan secara singkat

namun jelas yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih

untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana (atau amal/ expertise) dengan

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung

bersama sesuai dengan kesepakatan.24

c. Bagi Hasil Muzara’ah

Muzara’ah adalah suatu akad kerjasama antara dua

orang, di mana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan

22 Muhammad Syafi’i Antonio, Op.Cit, h. 95
23 Nurul Huda dan Mohammad Haykal, LembagaKeuangan Islam Tinjauan Teoretis dan

Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 65
24 Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit, h. 90
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tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah

sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi di antara mereka

dengan perimbangan setengah setengah, atau sepertiga dua

pertiga atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut,

sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.25

d. Bagi Hasil Musaqah

Musaqah adalah akad antara pemilik dan pekerja untuk

memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon

yang diurusnya.26

2) Pembiayaan Berdasarkan Akad Jual-Beli

Dalam penerapan prinsip syariah terdapat tiga jenis prinsip

jual beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam

kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi, yaitu sebagai

berikut:

a. Jual beli dengan akad murabahah

Bai’i al-Murabahah adalah jual beli pada harga asal

dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’i al-

murabahah penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia

beli menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai

tambahannya.27

25 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 394
26 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.147
27 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2004),h. 143
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Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank

menyebutkan jumlah keuantungannya. Bank bertindak sebagai

penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah

harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).28

Bai’al-murabahah adalah jual beli pada harga asal

dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’al-

murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia

beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai

tambahannya.29

Syarat-syarat khusus transaksi murabahah adalah

sebagai berikut:

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.

2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang

ditetapkan.

3. Kontrak harus bebas dari riba

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat

atas barang sesudah pembelian.

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan

dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan

secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4),dan (5) tidak

dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

28 Adiwarman Karim, Op. Cit, h. 88
29 Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit, h. 101
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1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.

2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan

atas barang yang dijual.

3. Membatalkan kontrak.30

Penerapan akad al-murabahah dalam perbankan syariah

digunakan dalam fungsi lending nya Bank Syariah yang

biasanya diterapkan dalam beberapa transaksi dan poduk

perbankan syariah, diantaranya:

1. Pembiayaan barang-barang konsumtif atau pembiayaan

modal melalui pembelian stock dan inventori, alat ganti,

bahan mentah, barang setengah jadi, dan lain-lain.

2. Untuk transaksi Letter Of Credit (L/C) Impor dan Letter of

Credit(L/C) Ekspor.31

b. Jual beli dengan akad salam

Bai’ as-salam adalah prinsip bai’ (jual beli) suatu

barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga

pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, di mana

waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara

penyerahan uang dilakukan dimuka (secara tunai).32

c. Jual beli dengan akad istishna’

30 Ibid, h. 102
31 Nurnasrina, Op. Cit, h. 152
32 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul

Hakim, 2004), h. 40
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Transaksi Bai’al-istishna’ merupakan kontrak penjualan

antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini,

pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat

barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau

membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan

menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak

bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah

pembayaran dilakukan di muka, melaui cicilan, atau

ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan

datang.33

3) Pembiayaan Berdasarkan Akad Sewa Menyewa.

Dalam Islam sewa menyewa ini dibedakan menjadi dua

bentuk yaitu: al Ijarah dan al-Ijarah Muntahiya Bil tamlik.

a. Sewa-menyewa berdasarkan akad al-Ijarah

Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang

ingin mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa

perlu memilikinya. Pihak bank dapat menyewakan objek sewa

yang dikehendaki nasabah dan pihak bank mendapatkan uang

sewa (ujrah) yang besarnya sesuai kesepakatan.34

b. Sewa menyewa dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik

(IMBT)

33 Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit, h. 113
34 Muhammad Nadratuzzaman, Op. Cit, h. 37
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Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah transaksi

sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan

objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri

dengan alih kepemilikan objek sewa. Berbagai bentuk alih

kepemilikan IMBT antara lain:35

1. Hibah di akhir periode

2. Harga yang berlaku pada akhir periode

3. Harga ekuivalen dalam periode sewa

4. Bertahap selama periode sewa.

4) Pembiayaan Berdasarkan Akad Pinjam-Meminjam

Pembiayaan ini ditempuh oleh bank dalam keadaan darurat

(emergency situation) karena pada prinsipnya melaui akad

berdasarkan pinjam meminjam ini bank tidak boleh mengambil

keuntungan dari nasabah sedikitpun, kecuali hanya sebatas biaya

administrasi yang benar-benar dipergunakan oleh pihak bank

dalam proses pembiayaan. Akad pinjam meminjam ini dibedakan

menjadi dua yaitu, pembiayaan qardh dan pembiayaan qardh al-

hasan.

a. Pinjaman berdasarkan akad qardh

Pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau tagihan

yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan

(kesepakatan) antara peminjam dengan pihak pemberi pinjaman

35 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 103
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mewajibkan peminjam melunasi utangnya dalam jangka waktu

tertentu.36 Sedangkan syafi’i Antonio memberikan pengertian

qardh sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat

ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain al-qardh berarti

meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur

fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui atau

akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.37

b. Pinjaman berdasarkan akad qardh al-hasan

Pinjaman qardh al-hasan adalah jenis pinjaman yang

diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria

tertentu. Pinjaman ini bersifat sosial.38

4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Sehubungan dengan aktivitas bank Islam, maka pembiayaan

merupakan sumber pendapatan bagi bank Islam, sehingga tujuan

pembiayaan bank Islam adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder,

yakni:

a. Pemilik

Melaui sumber pendapatan, para pemilik mengharapkan akan

memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank

tersebut.

b. Karyawan

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari

bank yang dikelolanya.

36 Muhammad Nadratuzzaman, Op. Cit, h.39
37 Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit, h. 131
38 Muhammad Nadratuzzaman, Op. Cit, h. 39
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c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang

diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

2) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu

guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk

pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

3) Masyarakat umumnya konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam

pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak

(berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan

juga perusahaan-perusahaan).

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan,

diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya

agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin

banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.39

39 Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, Op. Cit, h. 683
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Sesuai dengan tujuan pembiayaan di atas, pembiayaan secara

umum memiliki fungsi untuk:40

a. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna utility dari uang

Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan

sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya pembiayaan uang tersebut

menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima

pembiayaan.

b. Pembiayaaan dapat meningkatkan daya guna dari barang

Pembiayaan yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si

nasabah untuk mengelolah barang yang tidak berguna menjadi barang

yang bermanfaat.

c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke

wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan

memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh

tambahan uang dari daerah lainya.

d. Pembiayaan adalah salah satu alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan pembiayaan dapat dikatakan sebagai stabilitas

ekonomi karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan akan

menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian

dapat pula pembiayaan membantu dalam mengekspor barang dari

dalam negeri keluar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

40 Tomas Suyatno, dkk, Dasar-dasar Perkreditan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2007), h. 16
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e. Pembiayaan dapat meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat

Bagi penerima si penerima pembiayaan tentu akan meningkatkan

kegairahan berusaha, apalagi nasabah yang memang modalnya pas-

pasan.

f. Sebagai jembatan untuk meingkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha

untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan

profit. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan

buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka

pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa

bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang,

sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan

nasional akan bertambah.41

B. Tentang Permintaan

1. Pengertian Permintaan

Permintaan dan penawaran suatu barang dan jasa berkaitan dengan

interaksi antara pembeli dan penjual di pasar yang akan menentukan

tingkat harga suatu barang dan jasa yang berlaku di pasar serta jumlah

barang dan jasa tersebut yang akan diperjualbelikan di pasar. Teori

permintaan adalah menerangkan sifat dari permintaan pembeli pada suatu

komoditas (barang dan jasa).42

41 Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, Op. Cit, h. 685
42 Sugiarto,dkk, Ekonomi Mikro Sebuah Kajian komprehensif, (Jakarta: PT Gramedia

Pustaka utama, 2000), h. 34
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Permintaan timbul dari keinginan. Hal itu menunjukkan bahwa

keinginan dan permintaan itu merupakan dua hal yang berbeda satu

dengan yang lainnya. Permintaan bukanlah keinginan, sebagaimana

keinginan bukan permintaan. Sekalipun berbeda, tidak dapat diingkari

bahwa keduanya itu berhubungan erat. Permintaan memiliki pengertian

yang lebih dalam dari pada keinginan.

Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta

kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan. Setiap orang boleh

saja ingin kepada apapun yang diinginkannya, tetapi jika keinginannya itu

tidak ditunjang oleh kesediaan serta kemampuan untuk membeli,

keinginannya itupun akan tinggal keinginan saja. Permintaan akan sesuatu

jenis barang adalah jumlah-jumlah itu yang pembeli (atau para pembeli)

bersedia membelinya pada tingkat harga yang berlaku pada suatu pasar

serta waktu tertentu.43

Menurut Nopirin, Permintaan adalah berbagai kombinasi harga dan

jumlah yang menunjukkan jumlah sesuatu barang yang ingin dan dapat

dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode

tertentu.44

43 Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi
Mikro & Makro, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 291

44 Nopirin, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h.32



48

Menurut Iskandar Putong, permintaan adalah banyaknya jumlah

barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga

tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu.45

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang di inginkan dan mampu

dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu

tertentu.

2. Hukum Permintaan

Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang

adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah

barang yang diminta. Apabila harga naik jumlah barang yang diminta

sedikit dan apabila harga rendah jumlah barang yang diminta meningkat.

Dengan demikian hukum permintaan berbunyi:46“Semakin turun tingkat

harga, maka semakin banyak jumlah barang/ jasa yang tersedia diminta,

dan sebaliknya semakin naik tingkat harga semakin sedikit jumlah barang/

jasa yang bersedia diminta.”

Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus. Artinya

hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain

harga tidak berubah (dianggap tetap).

Hukum permintaan juga berbunyi: apabila harga naik maka jumlah

barang yang diminta akan mengalami penurunan, dan apabila harga turun

maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Dalam

45 Iskandar Putong, Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, (Ghalia Indonesia, 2003), h.
32

46 Soeharno, Teori Mikro Ekonomi, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009), h. 14
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hukum permintaan jumlah barang yang diminta akan berbanding terbalik

dengan tingkat harga barang. Kenaikan harga barang akan menyebabkan

berkurangnya jumlah barang yang diminta, hal ini dikarenakan:

a. Naiknya harga menyebabkan turunnya daya beli konsumen dan akan

berakibat berkurangnya jumlah permintaan

b. Naiknya harga barang akan menyebabkan konsumen mencari barang

pengganti yang harganya lebih murah.47

3. Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan

dari seseorang individu atau masyarakat, di antaranya adalah sebagai

berikut yaitu:

a. Harga barang itu sendiri (price)

Jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan

terhadap barang itu bertambah. Begitu juga sebaliknya. Hal ini

membawa kita ke hukum permintaan, yang menyatakan “bila harga

suatu barang naik, ceteris paribus, maka jumlah barang yang dminta

akan berkurang, dan sebaliknya.”

b. Harga barang lain yang terkait (Prices Of Related Goods)

Harga barang lain juga dapat mempengaruhi permintaan suatu

barang, tetapi kedua macam barang tersebut mempunyai keterkaitan.

Hubungan satu barang dengan barang lain itu dapat bersifat saling

mengganti (subtitute) dan saling melengkapi (komplementer). Apabila

47http://valiantputrayuda.blogspot.com/2013/06/bab-2-hukum-permintaan-dan-
penawaran.html, diakses pada tanggal 23 Desember 2014
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harga barang pengganti naik maka konsumen akan membeli barang

lebih banyak.48

c. Tingkat pendapatan per kapita (income)

Tingkat pendapatan per kapita dapat mencerminkan daya beli.

Makin tinggi tingkat pendapatan, daya beli makin kuat, sehingga

permintaan terhadap suatu barang meningkat.49 Pendapatan rumah

tangga amat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya

makin baik (tinggi) tingkat pendapatan, tingkat konsumsi makin

tinggi.50

d. Selera atau cita rasa konsumen (Taste)

Cita rasa atau selera masyarakat terhadap segala sesuatu itu,

pada lazimnya, senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Jika saja pada

suatu waktu selera masyarakat terhadap sepeda motor meningkat,

misalnya, sudahlah pasti bahwa jumlah sepeda motor yang diminta

masyarakat akan bertambah pula, sebaliknya, jika selera masyarakat

terhadap barang tersebut turun maka jumlah sepeda motor yang

diminta akan merosot. 51

e. Jumlah (Number) penduduk

Pertambahan penduduk merupakan faktor yang sangat dominan

terhadap perubahan permintaan dan penawaran. Bertambahnya

48 Nopirin, Op,Cit, h. 35
49 Prathama Rahardja Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Ekonomi dan

Makro Ekonomi, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 24
50 Ibid, h.265
51 Suherman Rosyidi, Op. Cit, h. 301
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penduduk akan menimbulkan bertambahnya kebutuhan berbagai

macam barang/jasa, sehingga permintaan akan bertambah. Naiknya

permintaan berpengaruh langsung terhadap penawaran barang/jasa.

Banyaknya permintaan itu akan menaikkan harga barang/jasa yang

ditawarkan, sehingga pada suatu saat permintaan akan menurun

kembali, ketika permintaan turun produsen/penjual yang masih

memiliki banyak barang/jasa akan menaikkan penjualan dengan

menurunkan harga.Apabila jumlah penduduk bertambah, maka jumlah

barang yang dibeli akan semakin besar meskipun harga tidak turun.

Makin banyak jumlah penduduk, permintaan makin banyak.

f. Perkiraan/harapan konsumen harga di masa mendatang. (consumer

expectation)

Bila konsumen memperkirakan bahwa harga suatu barang akan

naik, adalah lebih baik membeli barang itu sekarang, sehingga

mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna

menghemat belanja di masa mendatang.

g. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan.

Dalam perekonomian yang modern, bujukan para penjual untuk

membeli barang besar sekali peranannya dalam mempengaruhi

masyarakat. Pengiklanan memungkinkan masyarakat untuk mengenal

suatu barang/produk baru atau menimbulkan permintaan terhadap

produk tersebut. Usaha-usaha promosi penjualan lainnya, seperti

pemberian hadiah kepada pembeli, iklan pemberian potongan harga,
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memberikan pelayanan yang baik, sering mendorong orang untuk

membeli lebih banyak dari pada biasanya.52

h. Tempat menjual (Outlet)/Lokasi (Layout)53

Dalam bisnis jasa bank, penentuan lokasi dimana bank akan

beroperasi merupakan salah satu faktor yang penting. Dalam

persaingan yang ketat penentuan lokasi mempunyai pengaruh cukup

signifikan dalam aktivitas menghimpun dana masyarakat serta

menyalurkan pembiayaan kembali kepada masyarakat. Sebab dengan

penentuan lokasi yang tepat maka target pencapaian bank akan dapat

diraih. Strategi lokasi seringkali dianggap sepele, namun ternyata

dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan bank.54

i. Kebijakan pemerintah (Government).55

Kebijakan pemerintah di antaranya dalam hal pajak dan

subsidi. Semakin besar pajak, jumlah barang yang ditawarkan akan

menurun, begitu pula sebaliknya.pemerintah memberlakukan beberapa

kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, diantaranya adalah

kebijakan pemerintah terhadap harga maksimum (price ceilings) dan

harga minimum (price floors) serta pajak negara bagi setiap kegiatan

perdagangan. Kebijakan pemerintah ini sebenarnya mempunyai

banyak dampak postif terhadap kegiatan kenegaraan, dimana

kebijakan-kebijakan ini membantu negara dalam melindungi kerugian

52 Prathama Rahardja Mandala Manurung, Op. Cit, h. 25
53 Suherman Rosyidi, Op.Cit, h. 304
54 M. Nur Rianto Al- Arif, Op. Cit, h. 131
55 Suherman Rosyidi, Op.Cit, h. 304
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produsen-produsen, juga membantu memberikan dana bagi kegiatan

kepemerintahan dan pertahanan negara serta bermanfaat pula bagi

pembangunan/perbaikan infrastruktur publik.56

4. Permintaan Dalam Ekonomi Islam

Hal penting yang harus dicatat adalah bagaimana teori ekonomi

yang dikembangkan barat membatasi analisisnya dalam jangka pendek

yakni hanya sejauh bagaimana manusia memenuhi keinginannya saja.

Tidak ada analisis yang memasukkan nilai-nilai moral dan sosial. Analisis

hanya dibatasi pada variabel-variabel pasar semata seperti harga,

pendapatan dan sebagainya. Variabel-variabel lain tidak dimasukkan,

seperti variabel nilai moral, seperti kesederhanaan, keadilan, sikap

mendahulukan orang lain, dan sebagainya.

Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi seorang manusia

tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama karena setiap kegiatan

senantiasa dihubungkan kepada syariat. Al-Qur’an menyebut ekonomi

dengan istilah iqtishad (penghematan, ekonomi), yang secara literal berarti

‘pertengahan’ atau moderat. Seorang muslim dilarang melakukan

pemborosan. Seorang muslim diminta untuk mengambil sebuah sikap

moderat dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya. Dia tidak

boleh israf (royal, berlebih-lebihan), tetapi juga dilarang pelit (bukhl).57

56http://fellinkinanti-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-45647
Pengantar%20Ilmu%20EkonomiPengaruh%20Pemerintah%20Terhadap%20Supply%20&%20De
mand.html di akses tanggal 24 Desember 2014

57 Mustafa Edwin Nasution.Dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2010), h. 85
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Segaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al- Israa Ayat (17) Ayat 26-

27,















Artinya:”dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan
haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan
dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara
boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-
saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada
Tuhannya.”58

Adapun aturan Islam mengenai bagaimana seharusnya melakukan

kegiatan konsumsi adalah sebagai berikut:

a. Tidak boleh berlebih-lebihan

Allah SWT berfirman dalam Surat al-An’aam (6): 141,





Artinya: “dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah

tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.59

Jika manusia dilarang untuk berlebih-lebihan, itu berarti

manusia sebaliknya melakukan konsumsi seperlunya saja. Pengamalan

ayat di atas berarti juga sikap memerangi kemubaziran, sifat sok

58 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan, Op. Cit, h. 285
59 Ibid, h. 147
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pamer, mengonsumsi barang-barang yang tidak perlu. Dalam bahasa

ekonomi, prilaku konsumsi Islami yang tidak berlebih-lebihan berarti

bahwa pola permintaan Islami lebih didorong oleh faktor kebutuhan

(needs) dari pada keinginan (wants).60

Secara umum, pemenuhan terhadap kebutuhan akan

memberikan tambahan manfaat fisik, spritual, intelektual, ataupun

material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan.

Jika kebutuhan yang diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan

kebutuhan tersebut akan melahirkan mashlahah sekaligus kepuasan.

Secara umum dapat dibedakan antara kebutuhan dan keinginan

sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel III. 1
Karateristik Kebutuhan dan Keinginan

Karateristik Keinginan Kebutuhan
Sumber Hasrat Manusia Fitrah manusia
Hasil Kepuasan Manfaat/Berkah

Ukuran Preferensi/ Selera Fungsi
Sifat Subjektif Objektif

Tuntunan Islam Dibatasi/dikendali Dipenuhi

Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi

kebutuhan ataupun keinginannya. Namun manusia diperintahkan untuk

mengonsumsi barang/jasa yang halal dan baik secara wajar, tidak

berlebihan. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap dibolehkan

60 Mustafa Edwin Nasution. Dkk,Op. Cit, h. 88
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selama hal itu mampu menambah mashlahah atau tidak mendatangkan

mudharat.61

b. Mengkonsumsi yang Halal dan Thayyib

Konsumsi seorang muslim dibatasi kepada barang-barang yang

halal dan thayyib. Tidak ada permintaan terhadap barang haram. Di

samping itu di dalam Islam, barang yang sudah dinyatakan haram

untuk dikonsumsi otomatis tidak lagi memiliki nilai ekonomi, karena

tidak boleh diperjualbelikan.62Dalam konsep Islam, yang haram telah

jelas dan begitu pula yang halal telah jelas. Secara logika ekonomi kita

telah menjelaskan bila kita dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu

barang halal dan barang haram, optimal solution adalah corner

solution, yaitu mengalokasikan seluruh pendapatan untuk

mengonsumsi barang halal. Tindakan mengonsumsi barang haram

berarti meningkatkan disutility, sebaliknya tindakan mengurangi

konsumsi barang haram berarti mengurangi disutility. Corner solution

merupakan optimal solution karena mengonsumsi barang haram

sejumlah nihil berarti menghilangkan disutility, selain itu

mengalokasikan seluruh pendapatan untuk mengonsumsi barang halal

berarti meningkatkan utility.63

Meskipun barang-barang yang dikonsumsi adalah barang yang

halal dan bersih dalam pandangan Allah, akan tetapi konsumen muslim

61 Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2009), h. 131

62 Mustafa Edwin Nasution. Dkk, Op. Cit, h. 89
63 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),

h. 83
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tidak akan melakukan permintaan terhadap barang yang ada dengan

sama banyak menganggap semua barang sama penting sehingga

pendapatannya habis. Tetapi harus diingat bahwa manusia mempunyai

kebutuhan jangka pendek (dunia) dan kebutuhan jangka panjang

(akhirat) yang sangat penting dan harus dipenuhi.

Hubungannya dengan masalah ekonomi yang diukur lewat

pendapatan seseorang, maka besar pendapatan yang dapat dan

dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup manusia harus

seimbang (seimbang mengandung arti sama besar tetapi terpenuhinya

kebutuhan yang sesuai dengan prioritasnya).64 Dengan demikian dapat

digambarkan sebagai berikut.

Gambar III. I
Hubungan Konsumsi untuk Dunia dan Akhirat

Y (Spending in The Cause of Allah)

Y2

Y1

0 X1 X2 X (Word Needs)

64 Mawardi, Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI Press, 2007), h. 88
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Gambar tersebut menggunakan asumsi bahwa Y menunjukkan

pendapatan yang dibelanjakan ke jalan Allah dan X merupakan

pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan duniawi. Gambar tersebut

juga menunjukkan bahwa permintaan terhadap barang dan jasa untuk

kebutuhan duniawi harus memperhatikan kebutuhan akhirat dan

sebaliknya.

Lain halnya dengan pendekatan yang berlaku dalam ekonomi

konvensional, permintaan konsumen tidak dapat dilakukan pada setiap

titik pada garis anggaran (garis X2 dan Y2). Hal ini disebabkan karena

permintaan konsumen yang cenderung ke arah kebutuhan duniawi (X)

akan menyebabkan ia tidak dapat memenuhi kebutuhan akhiratnya atau

dapat memenuhi tetapi lebih kecil dari yang sebenarnya dapat dilakukan.

Hal ini sangat tidak efesien dalam pandangan Islam.

Sebaliknya jika permintaan cenderung mengarah kepada kebutuhan

akhirat (Y) juga tidak diperkenankan karena kebutuhan-kebutuhan

essensial manusia akan terabaikan. Sehingga manusia tidak mempunyai

energi yang cukup untuk bekerja atau beribadah. Oleh karena itu

konsumen muslim harus benar-benar mengetahui akan adanya pilihan-

pilihan kebutuhan yang harus dipilih, agar kebutuhan-kebutuhan yang

lebih penting dapat terpenuhi lebih dahulu.65

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam konsumen tidak diarahkan

untuk memaksimisasi utilitas yang didasarkan pada rasionalitas sempit

65 Ibid, h. 89
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sesuai anggaran yang dimilikinya, akan tetapi sarat dengan nilai-nilai

kerohanian yang secara tidak langsung mengarahkan konsumen agar tidak

konsumtif dan menjaga kemaslahatan baik individual maupun komunal.

Itulah sebabnya, apabila seorang muslim memegang uang maka

penggunaan uang dalam Islam diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban

terlebih dahulu, seperti infak (nafkah) keluarga, zakat, dan nazar yang

jatuh tempo. Setelah itu uang dapat digunakan untuk kegiatan sunah

seperti sedekah, infak, wakaf, wasiat, dan lain sebagainya. Kemudian

untuk kegiatan mubah seperti diikutkan pada kegiatan produksi,

perdagangan, kerjasama, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya, barulah

kemudian boleh untuk kegiatan makruh seperti pemenuhan kebutuhan

tersier, dan seterusnya.66

66 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), h.
366


